
  

                                                                    

 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA UTARA 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA UTARA 

NOMOR 475 TAHUN 2024 

TENTANG 

PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN TERTULIS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN 

KECAMATAN KALAWAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (4) huruf 

a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang 

Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, 

Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta 

Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara 

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor: 
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97/HK.06.4-BA/7106/4/2024 tentang Hasil 

Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode 

Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas 

Yang Dilakukan Oleh Anggota Panitia Pemilihan 

Kecamatan Kalawat; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Minahasa Utara Nomor tentang Pemberian 

Sanksi Peringatan Tertulis Anggota Panitia Pemilihan 

Kecamatan Kalawat dalam Pemilihan Umum Tahun 

2024; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6863); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang 
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Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, 

Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta 

Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara; 

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan 

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang 

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc 

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; 

 

MEMUTUSKAN: 

     

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

MINAHASA UTARA TENTANG PEMBERIAN SANKSI 

PERINGATAN TERTULIS ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN 

KECAMATAN KALAWAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 

2024. 

KESATU : Pemberian Sanksi kepada Anggota Panitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK) Kalawat, dengan nama sebagai berikut: 

 

NAMA L/P ALAMAT 

CHRISTIEN APRILIA 

TUTUROONG 

P JL. KUWIL-KALAWAT 

NO. 24, DESA 

KAWANGKOAN 

TERRY OKTA 

PALENEWEN 

P JAGA 3, DESA 

WATUTUMOU 3 

JIMMY MARLON PAAYS L DESA WATUTUMOU 2 
 

  
 

KEDUA 

 

: 

 

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KESATU, terbukti dalam dugaan 
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Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA UTARA 

Kepala Subbagian Hukum & SDM 

 

 

 

 

Jeane V. Mondoringin 

 

 

 

KETIGA 

 

 

 

: 

pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji 

dan/atau pakta integritas pada Pemilihan Umum Tahun 

2024. 

Sanksi sebagaimana dalam Diktum KESATU, adalah 

Peringatan Tertulis sebagai Penyelenggara Pemilihan 

Umum Tahun 2024. 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Airmadidi 

Pada tanggal 3 April 2024 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN MINAHASA UTARA, 

TTD 

HENDRA S. LUMANAUW 

 

 

 


